SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 65 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa  dalam rangka mendukung keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah desa, keuangan desa wajib
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan, maka perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor S5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun
2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor
60);

24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 65 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 42, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sumedang.
Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Pra Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat Pra RAB adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Rancangan APBDesa.

Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang bertindak selaku
koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Bantuan keuangan bersifat umum adalah bantuan yang peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan
dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat.
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Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa
dengan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa
dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPPD

adalah dokumen yang digunakan sebagai lampiran penarikan uang dari
rekening kas desa.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 34

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan
pembayaran.

Bendahara Desa melakukan penarikan dana dari rekening kas desa
dengan menggunakan slip penarikan atau cek sesuai ketentuan yang
berlaku pada perbankan dengan dilampiri SPPD yang telah
ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.

Bendahara melakukan pembayaran atas SPP yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.



(6) Format SPP dan format pernyataan tanggung jawab belanja tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(7) Format SPPD tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

(5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

(6) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

. Pada Bab V Bagian Keenam di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Kepala Desa selaku kuasa pengelola keuangan desa bertanggung jawab
secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan APBDesa yang berada
dalam penguasaannya.

. Ketentuan dalam Lampiran huruf E mengenai Daftar Kelompok dan
Kegiatan Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. DAFTAR KELOMPOK DAN KEGIATAN DESA

KODE
REKENING KELOMPOK DAN KEGIATAN
2|1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2| 1 | 1 |Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2| 1 | 2 | Operasional Perkantoran
Dst.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Pengaspalan Jalan Desa

Pembangunan sarana dan prasarana Desa ¥)
Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa %)
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani *)
Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa *)
Pembangunan energi baru dan terbarukan *
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2| 2 | 8 | Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan *

2| 2 | 9 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa *)

2| 2 | 10| Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier *)

2| 2 | 11| Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan *)

2| 2 | 12| Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa %)

2| 2 | 13| Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes ¥

2 | 2 | 14| Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa *

2 | 2 | 15| Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa¥)

2| 2 | 16| Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan
ikan *)

2| 2 | 17| Pengembangan Desa Wisata®
Dst.

21 3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2| 3 | 1 | Pembinaan Ketentraman dan ketertiban

2| 3 | 2 | Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu®)

2 | 3 | 3 | Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini*)
Dst.

21 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2| 4 | 1 | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

2 | 4 | 2 | Hutan milik Desa *)

2| 4 | 3 | Pengelolaan sampah *)

2| 4 | 4 | Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
perikanan*)

2| 4 | 5| Pengembangan benih lokal*)

2| 4 | 6 | Pengembangan ternak secara kolektif*)

2| 4 | 7 | Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
dan perikanan¥)

2 | 4 | 8 | Pendirian dan pengembangan BUM Desa?)
Dst.

Catatan: *) untuk kegiatan prioritas dana desa

6. Ketentuan dalam Lampiran huruf F mengenai Format Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA ......c.ccceiiiienns
KECAMATAN ...ocovviviiiiiininnne.
KABUPATEN ......ccccevvnneen.

RANCANGAN
PERATURAN DESA ........c.cooini.
NOMOR ........ TAHUN ........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ...............
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ......cccoiiiiiin. ,




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati

Sumedang Nomor ... Tahun ...... tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibahas dan disepakati
bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa ................. tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa ..............
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran ........ ;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ....... Tahun ........
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ........ Tahun
........ tentang ............. (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ............ Nomor ..... );

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ...... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ............ Nomor ..... );

7. Dst..;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
DAN
KEPALA DESA .......cccoviiinne.

MEMUTUSKAN
:RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN .....ccooiininnnnn.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

Rp.iviiiiis

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.iiiii
b. Bidang Pembangunan Rp.iii
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.eiiiiiiiiis
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. i
e. Bidang Tak Terduga Rpeeeiieieiiiiiiiiieennnn
Jumlah Belanja RDuiiiiiiiiiiiiiiiaann..
Surplus/Defisit Rp. i,

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. o
b. Pengeluaran Pembiayaan RD: eeiiiiiiiiiiieaannn,
Selisih Pembiayaan (a—-b) Rp.ii

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa ....................

Ditetapkan di ...........c........
pada tanggal .....................

KEPALA DESA .......ccceevenee.

Diundangkan di .......coceeveieiinenanen
pada tanggal ........c.ccoeeiiiiininl.

SEKRETARIS DESA ............ ,



FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.............
TAHUN ANGGARAN.............

REKENING

KODE

URAIAN

ANGGARAN
(Rp.)

KETERANGAN

1

2

3

4

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Aset Desa

— == =] =

— == =
—

WIN

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

—_

NIN[N
N |

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

—

Bantuan Provinsi

— | = | = =

SIS
INEFNENIS

Bantuan Kabupaten

—

w

Pendapatan Lain lain

W
—_

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-
3 yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

NN

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

NN

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

-Tunjangan  Kepala  Desa  dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

NN

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Benda Pos

- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

- Belanja Alat dan Bahan Kebersihan

- Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Pemeliharaan

- Belanja Air, Listrik, dan Telepon




- Belanja Honorarium

Belanja Modal

- Belanja Komputer

- Belanja Meja dan Kursi

- Belanja Mesin TIK

Operasional BPD

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Penggandaan

- Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

SdSt e

Operasional RT/ RW

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Penggandaan

- Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

SdSt

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

NN

NN

Belanja Barang dan jasa

- Belanja Upah Kerja

- Belanja Honorarium

Belanja Modal

- Belanja Semen

- Belanja Material

Pengaspalan jalan desa

NN

NN
NN

Belanja Barang dan Jasa :

- Belanja Upah Kerja

- Belanja Honorarium

Belanja Modal:

- Belanja Aspal

- Belanja Pasir

-dst ceeennn

Kegiatan...............c..coooiiia.

w

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NN

w

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium Narasumber/
Tenaga Ahli




- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Kit Pelatihan

Kegiatan..........c..ccoooeue..

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NN

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium Narasumber/
Tenaga Ahli

- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Kit Pelatihan

Kegiatan...................oo.l.

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

NN [N

ullan| o

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium tim

- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Obat-obatan

Kegiatan..........ccoceeevuennn..

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWW|W|lWw

bt |t ||
WIN|—

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

—

Pembentukan Dana Cadangan

WIWlWw

N N[N

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

KEPALA DESA




7. Ketentuan dalam Lampiran huruf G mengenai Format Penetapan Peraturan
Desa tentang APB Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. FORMAT PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA ......cc.ccceeiiinies
KECAMATAN ....oiiiiiiien.
KABUPATEN ........ccoeeunneen.

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA ........ccovienni.
NOMOR ............ TAHUN..........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ......c.cceenenee.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ......ccoviviviiinne. ,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati

Sumedang Nomor ... Tahun ...... tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa bersama  Badan
Permusyawaratan Desa telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ...... sesuai dengan Keputusan Bupati
Nomor...... Tahun ....... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ........ Tahun Anggaran ...... ;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........ tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ......
Tahun Anggaran ..... ;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun
........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ..............

Tahun ........ tentang ............. (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ............ Nomor ..... );

6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ...... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ............ Nomor ..... );

7. Dst...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......
DAN
KEPALA DESA .........

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ............... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

....................

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
Rp.eeiiiiis
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.ii
b. Bidang Pembangunan | F
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.eiiii
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.eiiiiiiiii
e. Bidang Tak Terduga Rpeioiiiiiiiiiiiieieeen
Jumlah Belanja Rputiiieiiiiiiiiiiieennn
Surplus/Defisit |3 J
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ciiiiiiiii,
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ooeviiiiiiiiienennnn.

Selisih Pembiayaan (a—b) Rp.eiii



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan

Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa .......cc.v........
Ditetapkan di .........ccceneee.
pada tanggal .....................

KEPALA DESA .......cccoeveeeee.

Diundangkan di .........cccevvvvenenenen
pada tanggal ..........coooveiiiininl.

SEKRETARIS DESA ............ ,



FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.............
TAHUN ANGGARAN.............

REKENING

KODE

URAIAN

ANGGARAN
(Rp.)

KETERANGAN

1

2

3

4

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Aset Desa

— == =] =

— == =
—

WIN

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

—_

NIN[N
N |

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

[a—

Bantuan Provinsi

— | = | = =

SIS
INEFNENIS

Bantuan Kabupaten

—

w

Pendapatan Lain lain

W
—_

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-
3 yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

NN

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

NN

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

-Tunjangan  Kepala  Desa  dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

NN

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Benda Pos

- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

- Belanja Alat dan Bahan Kebersihan

- Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Pemeliharaan

- Belanja Air, Listrik, dan Telepon




- Belanja Honorarium

Belanja Modal

- Belanja Komputer

- Belanja Meja dan Kursi

- Belanja Mesin TIK

Operasional BPD

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Penggandaan

- Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

SdSt e

Operasional RT/ RW

NN

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Penggandaan

- Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

SdSt

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

NN

NN

Belanja Barang dan jasa

- Belanja Upah Kerja

- Belanja Honorarium

Belanja Modal

- Belanja Semen

- Belanja Material

Pengaspalan jalan desa

NN

NN
NN

Belanja Barang dan Jasa :

- Belanja Upah Kerja

- Belanja Honorarium

Belanja Modal:

- Belanja Aspal

- Belanja Pasir

-dst ceeennn

Kegiatan...............c..coooiiia.

w

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NN

w

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium
Narasumber/Tenaga Ahli




- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Kit Pelatihan

Kegiatan..........c..ccoooeue..

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NN

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium
Narasumber/Tenaga Ahli

- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Kit Pelatihan

Kegiatan.........c..cooeeiieiiiain.

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

NN [N

ullan| o

Belanja Barang dan Jasa:

- Belanja Honorarium tim

- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Obat-obatan

Kegiatan..........cccceeevueenn..

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WIWW|W| W

bt |t | |
WIN |+~

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

WlW|Ww

NN [N

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

KEPALA DESA




8. Ketentuan dalam Lampiran huruf K mengenai Format Surat Permintaan

1.
2.
3.

Pembayaran (SPP) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

K. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NO: 900/ ............ /SPP/BLN/THN
DESA ..o KECAMATAN ...ccociviiiiiiiiiiiinene.
TAHUN ANGGARAN ................
Bidang .o
Kegiatan : .....ccoveveiiiiiieninene.

Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

KODE URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN | JUMLAH SISA
REKENING ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 S 6 7
JUMLAH
................. , tanggal ..........c.ol

Telah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Petunjuk pengisian:

00N KW

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan

APBDesa.
Kolom 1 dengan kode rekening.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2.

dalam




9. Di antara huruf K dan huruf L disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf Ka

mengenai Format Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Ka. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA (SPPD)
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA (SPPD)
NO: 900/............ /SPPD/BLN/THN
DESA ..o KECAMATAN ..ottt
TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang @ .ciiiiiiiii,
2. Kegiatan : .....cc.coociiiiiiiii,
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan
KODE PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN | JUMLAH SISA
REKENING| URAIAN | ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
................. ,tanggal ...l
Disetujui
Kepala Desa Bendahara
Mengetahui:
Camat ...,
Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa.
Kolom 1 dengan kode rekening.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

ORONG AW

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,
ttd

EKA SETIAWAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001




